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Prakata

Praktik dispensasi kawin merupakan salah satu isu hukum keluarga 
Islam yang terus menghadirkan perdebatan, baik di ranah akademik 

maupun dalam praktik peradilan. Di satu sisi, dispensasi kawin diposisikan 
sebagai instrumen hukum untuk merespons kondisi-kondisi tertentu yang 
bersifat mendesak; di sisi lain, ia kerap dipandang sebagai kebijakan yang 
berpotensi menimbulkan persoalan sosial, psikologis, dan perlindungan 
hak anak. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa dispensasi kawin tidak 
dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan prosedural, melainkan 
sebagai ruang dialektika antara norma hukum, nilai-nilai syariat, dan 
realitas sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa pertimbangan hukum dalam 
perkara dispensasi kawin tidak pernah bersifat tunggal. Hakim ditun-
tut untuk menyeimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan. 
Dalam konteks inilah konsep maslahah menjadi landasan penting untuk 
membaca dan menilai bagaimana hukum Islam bekerja secara substantif 
di ruang peradilan. Maslahah tidak hanya dipahami sebagai tujuan abstrak 
hukum, tetapi sebagai kerangka berpikir yang hidup dan adaptif dalam 
merespons persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.

Pembahasan dalam buku ini disusun secara sistematis dengan mengu-
raikan dasar-dasar teoretis maslahah, kerangka hukum perkawinan dalam 
Islam dan perundang-undangan nasional, kaidah-kaidah fiqhiyyah yang 
relevan, hingga praktik pemeriksaan dan penetapan dispensasi kawin di 
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peradilan agama. Melalui pendekatan tersebut, pembaca diajak memahami 
bagaimana pertimbangan hukum dibangun, apa saja argumentasi yang 
digunakan oleh hakim, serta bagaimana maslahah diartikulasikan dalam 
putusan-putusan dispensasi kawin sebagai upaya mewujudkan keadilan 
yang lebih substansial.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengem-
bangan khazanah keilmuan hukum Islam sekaligus menjadi rujukan praktis 
bagi hakim, akademisi, mahasiswa, dan pemerhati hukum keluarga Islam. 
Dengan mengedepankan perspektif maslahah, buku ini menawarkan cara 
pandang yang lebih komprehensif dalam menilai dispensasi kawin, tidak 
hanya sebagai kebijakan hukum, tetapi sebagai instrumen perlindungan 
dan kemanfaatan yang senantiasa perlu diuji relevansinya dengan tujuan 
keadilan dan kemanusiaan.
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Dispensasi nikah bisa dikatakan sebuah keringanan atau pembebasan 
suatu kewajiban dan larangan bagi laki-laki dan perempuan yang 

belum memenuhi persyaratan usia untuk menikah.1 Hal ini sebagaimana 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perka-
winan.2 Dispensasi nikah bisa juga diartikan sebagai suatu kelonggaran 
hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat 
sah perkawinan secara hukum positif.3 Hal ini memberikan konsekuensi 
sehingga Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan 
untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan 
yang didasarkan pada Undang-Undang.4

Dispensasi diberikan guna memberikan kepastian hukum bagi masya-
rakat yang memerlukan. Dispensasi nikah ada karena dispensasi berkenaan 
dengan batasan usia yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan dan 
sebagai sebuah pengecualian terhadap batasan usia minimal perkawinan 
sehingga diberikan pada saat batasan yang ditetapkan akan dilanggar. 

Terkait usia laki-laki dan perempuan yang diperkenankan untuk 
menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perka-
winan diatur dalam pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi bahwa: “Perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 
Yang kemudian terjadi pembaharuan dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan 

1 Munadiroh, “Kajian Hukum terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah 
Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)” Jurnal Idea Hukum, Vol 2. No. 1, 
edisi Maret 2016, h. 212.

2 Marilang, Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur “Jurnal AL Daulah” Vol. 7, No. 1, Juni 2018, 
h. 146.

3 Muhammad Kunardi dan Mawardi Muzamil, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap 
Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No. 2, 
Mei-Agustus 2014, h. 211.

4 Ibid
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Teori Maslahah menurut Al-Ghazali

Secara etimologi, maṣlaḥah adalah manfaat, atau sesuatu yang berman-
faat.17 Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan 
menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa 
perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir 
dan batin.18

Secara terminology Imam al-Ghazālī, mengatakan bahwa pada prin-
sipnya maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan 
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam al-Ghazālī menge-
mukakan:

سْنَا 
َ
ةٍ. وَل عِ مَضَرَّ

ْ
وْ دَف

َ
عَةٍ أ

َ
بِ مَنْف

ْ
صْلِ عَنْ جَل

َ
أ

ْ
هِيَ عِبَارَةٌ فِي ال

َ
حَةُ ف

َ
مَصْل

ْ
ا ال مَّ

َ
أ

احُ 
َ

قِ وَصَل
ْ
ل خَ

ْ
اصِدُ ال

َ
ةِ مَق مَضَرَّ

ْ
ال عَ 

ْ
وَدَف عَةِ، 

َ
مَنْف

ْ
ال بَ 

ْ
 جَل

َّ
إِن

َ
ذَلِكَ، ف بِهِ  نَعْنِي 

صُوْد 
ْ
ى مَق

َ
ظَةُ عَل

َ
مُحَاف

ْ
حَةِ ال

َ
مَصْل

ْ
ا نَعْنِي بِال كِنَّ

َ
اصِدِهِمْ. ل

َ
صِيلِ مَق حْ

َ
قِ فِي ت

ْ
ل خَ

ْ
ال

يْهِمْ دِينَهُمْ، 
َ
ظَ عَل

َ
ف حْ

َ
 ي

ْ
ن

َ
مْسَةٌ: وَهُوَ أ

َ
قِ خ

ْ
ل خَ

ْ
رعِْ مِنْ ال صُودِ الشَّ

ْ
الشرع. وَمَق

صُولِ 
ُ
أ

ْ
ظَ هَذِهِ ال

ْ
نُ حِف  مَا يَتَضَمَّ

ُّ
ل

ُ
ك

َ
هُمْ. ف

َ
هُمْ، وَمَال

َ
سْل

َ
هُمْ، وَن

َ
ل

ْ
سَهُمْ، وَعَق

ْ
وَنَف

عُهَا 
ْ
سَدَةٌ، وَدَف

ْ
هُوَ مَف

َ
، ف

َ
صُول

ُ
أ

ْ
تُ هَذِهِ ال وِّ

َ
 مَا يُف

ُّ
ل

ُ
حَةٌ، وَك

َ
هُوَ مَصْل

َ
مْسَةِ ف خَ

ْ
ال

رَدْنَا 
َ
قِيَاسِ، أ

ْ
مُنَاسِبَ فِي كِتَابِ ال

ْ
 وَال

َ
ل يَّ

َ
مُخ

ْ
مَعْنَى ال

ْ
نَا ال

ْ
ق

َ
طْل

َ
حَةٌ. وَإِذَا أ

َ
مَصْل

س19َ
ْ
ن جِ

ْ
ا ال

َ
بِهِ هَذ

Artinya: Adapun maṣlaḥah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik 
manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab me-
narik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan 

17 Majma, al-Lughah al ‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1392H/1972), 
Cet. II, Jilid I, h. 520

18 Husain Hamid Hasan, Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy, (Kairo: Dar al Nahdah al 
‘Arabiyah, 1971), h. 34

19 Abu Hamid al Ghazali, al-Mustasfa fi ‘Ilmi al-Ushul, (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah, 1983), 
Jilid I, h. 416-418
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Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan atau nikah dalam segi bahasa artinya berkumpul dan bercam-
pur, sementara dalam istilah syara’ ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang meng-
halalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan 
oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, berdasarkan ketentuan Islam. 
Kata nikah menurut bahasa al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul, 
maka nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya 
akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi 
istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh 
Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “nikāhun” yang 
merupakan masdar atau dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha” sinonimnya 
“tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai 
perkawinan.130

Istilah “perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” 
yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Definisi nikah adalah 
akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab 
(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan 
penerimaan dari pihak lelaki).131 

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan 
mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa 
tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.132 

Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda 
yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian 
atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun 
keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan 

130 Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Eraintermedia,2005), 
h.10

131 Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), h.35.

132 Muhammad At-tihami, Merawat Cinta Kasih Menurut Syriat Islam, (Surabaya: Ampel Mulia, 
2004), h.18.
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Qâ‘idah Ḍarūriyyāt

Konsep dharurah dipandang sebagai salah satu unsur fleksibelitas atau 
elastisitas syariat Islam. Yusuf al-Qardhawi sebagimana yang dikutip oleh 
Mutiara Fahmi menyampaikan bahwa terdapat empat unsur yang dipan-
dang sebagai unsur elastisitas syari’at Islam, yaitu: 

1.	 Unsur Al-’afwu, yaitu beberapa wilayah yang kosong dari ketetapan 
hukum dan tidak ada nash tentangnya, baik nash yang menyatakan 
wajib dengan shighah amar, ataupun nash yang menyatakan haram 
dengan shighah nahi. 

2.	 Adanya jenis ketentuan agama yang bersifat hukum tetap, baku dan 
aksiomatik (tsabit) serta jenis ketentuan yang bersifat tidak baku 
atau non aksiomatik (al-mutghayyir). Jenis pertama sering disebut 
dengan al-ushul (prinsip), sementara jenis kedua disebut al-furu’ 
(cabang). Adanya unsur nash yang seperti ini dapat melahirkan produk 
hukum yang elastis. Harus dibedakan antara hukum nash yang tetap 
tidak dapat berubah (tsabit) dan hukum nash yang dapat berubah 
(mutaghayyir) karena hasil dari produk istinbāṭ/ijtihad seorang mujta-
hid.

3.	 Unsur nash yang memungkinkan untuk dipahami secara plural atau 
dengan kata lain, unsur pluralitas pemahaman nash. Artinya, satu nash 
tertentu bisa difahami oleh seorang mujtahid dengan pemahaman yang 
berbeda-beda atas dasar metode yang berbeda yang akan menghasil-
kan penerapan hukum yang berbeda pula.

4.	 Unsur “dharurat”154 menurut Abdul Qadir Audah, membuat batasan-
batasan yang wajib ada dalam kategori keadaan darurat sehingga 
membolehkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang (haram) 
ada empat, yaitu:

a.	 Dirinya atau orang lain dalam keadaan gawat yang dikhawatirkan 
dapat membahayakan nyawanya atau anggota tubuhnya.

154 Ibid
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Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi 
pasangan yang ingin menikah namun belum memenuhi persyaratan untuk 
menikah menurut hukum agama tertentu. Dispensasi kawin biasanya dibe-
rikan dalam situasi-situasi tertentu.190 Di Indonesia, dispensasi kawin diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 
kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Menurut Undang-Undang ini, dispensasi kawin dapat diberi-
kan oleh Pengadilan Agama setempat jika memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Dispensasi Perkawinan adalah pengecualian atau keringanan yang 
diberikan oleh pengadilan kepada pasangan calon suami istri yang hendak 
menikah, di mana satu atau kedua belah pihak belum mencapai usia 
pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang. Pemberian dispensasi terse-
but dapat didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu, agar tujuan 
perkawinan dapat tercapai. Jika calon suami istri belum mencapai batas 
usia minimum, permohonan dispensasi perkawinan harus diajukan kepada 
Pengadilan Agama. Hakim akan meninjau permohonan yang diajukan 
dan memberikan putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan 
dispensasi perkawinan.191

Setiap dispensasi kawin yang diberikan harus dipertimbangkan secara 
hati-hati dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-
Undang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini juga 
merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak calon mempelai yang 
belum memenuhi persyaratan umur dan memastikan bahwa pernikahan 
yang dilangsungkan adalah sah menurut hukum agama yang berlaku.

Dispensasi kawin dalam pendekatan Undang-Undang di Indonesia 
merujuk pada izin khusus yang diberikan oleh pihak berwenang untuk 

190 Lathifah, Y. “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum”,  Jurnal Hukum 
dan Pembangunan Ekonomi, 9 (1), 2021, h. 113-127.  DOI: https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505

191 Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Love, Cet.1, (Jakarta: Visimedia, 2015) h.73.
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Dasar Argumentasi Hakim dalam Penetapan 
Dispensasi Kawin

Pemerintah mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018. 
Perubahan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya 
hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah, tetapi juga harus menjamin hak anak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlin-
dungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkawinan pada usia anak dianggap dapat menimbulkan dampak 
negatif bagi tumbuh kembang anak dan tidak memenuhi hak dasar anak 
seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil 
anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Oleh karena 
itu, pemerintah berusaha mewujudkan hak konstitusional warga negara, 
yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 
melalui perkawinan yang sah serta setiap anak berhak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.

Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memi-
liki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, dalam 
melakukan perlindungan anak, negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat 
harus berperan aktif, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga 
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan, 
termasuk dalam hal perkawinan.

Perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi 
persyaratan usia dalam Undang-Undang, meskipun dalam keadaan 
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